
 

 

 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

      NOMOR 58 TAHUN 20142014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 51 TAHUN 
2010 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMBERIAN TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang       :   a. bahwa  berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa 
tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang 
besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat 
yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan Rumah 
Jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo perlu diubah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan 
Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Pemberian Tunjangan Perumahan 
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia 
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5650); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Keduduikan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 150); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 
tentang Penyediaan Rumah Jabatan Bagi Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemberian 
Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 328); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 51 TAHUN 
2010 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH JABATAN BAGI 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SUKOHARJO. 
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Pasal I 
 

Ketentuan  ayat (4) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyediaan 
Rumah Jabatan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2010 Nomor 328) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :  

 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Perumahan dapat dibayarkan apabila 

Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

Rumah Dinas bagi Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan 

dibayarkan setiap bulan. 

(3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar 

harga yang berlaku. 

(4) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 16 Desember 2014 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
ttd 

 
WARDOYO WIJAYA 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  16 Desember  2014 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2014 NOMOR 286 

 


